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SALINAN
 
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

  

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR 19 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA 

TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Hulu  
Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial, sehingga Peraturan Bupati Hulu  

Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan 
Sosial Bagi Keluarga Terdampak Corona Virus Disease perlu 

dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2020 
tentang Belanja Bantuan Sosial bagi Keluarga Terdampak Corona 
Virus Disease; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4967); 
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6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan 

Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5235); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan:   PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI 
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG 

BELANJA BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA TERDAMPAK 
CORONA VIRUS DISEASE. 

 

Pasal 1 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai 

Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Belanja Bantuan Sosial bagi Keluarga 
Terdampak Corona Virus Disease (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 
 

 
Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 12 Juli 2021 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
 

                          ttd. 
 

              ACHMAD FIKRY 

 
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 12 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

                             ttd. 

 
MUHAMMAD NOOR 

 
 
 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 20 

 
 

 


